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Oknum Kades Korupsi Dana
Desa Rp 1,5 Miliar

Tersangka dan Barang Bukti Dilimpahkan ke Kejari Sintang

31 tahun 1999 tentang Pem-

‘ ‘ AKP | Ketut Agus Pasek Sudina

Kasat Reskrim Polres Melawi

Sesual dengan audit darl BPK., ada keruglan negara
senllal Rp 1.587.990.780,28 dan Klta lanjutkan ke

proses penyldikan.

MELAWT, SP - Seorang ok-
num kepala desa di Melawi
terancam hukuman penja-
ra selama 20 tahun. Hal itu
lantaran perbuatan korupsi
vang ia lakukan selama ta-
hun 2018 dan 2019 dengan
kerugian negara lebih dari
Rp 1,5 miliar, yang berhasil
diungkap oleh Sat Reskrim
Polres Melawi Polda Kalbar.

Kasat Reskrim Polres
Melawi, AKP 1 Ketut Agus
Pasek Sudina, mengung-
kapkan, proses penyidikan
kasus korupsi oknum kades
berinisial KK (33) merupa-
kan Kades Nanga Libas
Kecamatan Sokan, dimana
kasus ini ditangani pihaknya
sejak Oktober 2020 silam itu
telah selesai dan dilimpah-
kan ke Kejari Sintang.

“Per hari Selasa (23/3)
kemarin, baik tersangka
maupun barang bukt telah
diserahkan ke Kejari Sin-

tang” terang AKF I Ketut
Agus saat ditemui di ruang
kerjanya, Jumat (25/3).

Ketut juga mengungkap-
kan kasus korupsi dana desa
vang diungkap pihaknya itu
berawal dari hasil penveli-
dikan pihaknya terhadap
laporan  pertanggungjawa-
ban keuangan yang dibuat
KK diduga tidak sesuai den-
gan realisasinya.

“Lalu  sesuai dengan
audit dari BPK, ada ker-
ugian negara senilai Rp
158799078028 dan kita
lanjutkan ke proses peny-
idikan.” lanjutnya.

Ditambahkan Ketut, ter-
sangka mengakui uang hasil
korupsinya itu memang di-
gunakan untuk kepentingan
pribadinya.

Atas perbuatannya, KK
pun diancam dengan pasal
2 ayat (1) atau pasal 3 dan
pasal 8 jo pasal 18 UL nomor

berantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan UU nomor
20 tahun 2001 jo pasal 65
KUHP dengan ancaman hu-
kuman maksimal 20 tahun
penjara dan denda maksimal
satu miliar.

Berkaca dari kasus yang
menjerat KK, AKP Ketut
Agus berharap hal ini dapat
menjadi pelajaran bagi para
kepala desa lainnya agar tak
melakukan hal yang sama.

“Pastinya dana desa ini
harus dikelola dengan baik,
sesuai  dengan  arurannya,
untuk kepentingan pemba-
ngunan dan kemajuan desa.
Jangan sampai tergiur den-
zan nilainya vang fantastis se-
hingga diselewengkan untuk
keuntungan pribadi.” katanya.

Sementara itu, Kepa-
la Kejaksaan Negeri Sin-
tang, Porman Patuan Radot,
setelah menerima pelimpa-
han berkas penyidikan dari
Polres Melawi turut mem-
benarkan uang hasil korupsi
APBDes yang bersangkutan
selama tahun 2018 dan 2019
digunakan untuk keperluan
pribadi Kades. (eko)

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan TU Kepala Perwakilan
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat




